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Ketwia Pengadilan Negeri Gunungsitoli

DISAHKAN OLEH : M

=" WIJAWIYATA, S.H

PENETAPAN PAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR

NAMA SOP INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedus Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 2-

144 /KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Palangka Raya Nomor :
NOMOR:72/KPT/HK/SK/1/2023 tentang Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pengadilan
Tinggi Palangkaraya

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum  Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja
Informasi di Pengadilan.

10. Surat Kep utusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum  Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
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KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepaniteraan Pidana ; ﬁlat Tulis Ka[r‘1t0r (ATK)
2. SOP Kepaniteraan Perdata ’ qmputer / Laptop
. 3. Printer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. Jaringan Internet
4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

PERINGATAN/CATATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten
pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan
dengan baik

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivit Ket.
° tvitas PPID PPID Atasan Persyaratan/ Waktu o ¢ €
Pelaksana PPID Perlengkapan a utpu
1. Menyiapkan data Dokumen 7 Hari Daftar Informasi
dan informasi pendukung dan Publik
pemutakhiran Daftar Ya Daftar Informasi
Informasi Publik ( } Publik
2. Menerima Daftar v Daftar Informasi 1 Hari Daftar Informasi
Informasi Publik /\ Publik Publik
Ya
Tidak \ /
A
3. Rapat koordinasi PPID Surat undangan 3 Hari Hasil rapat
diikuti oleh v rapat, dokumen keputusan
seluruh anggota e " pendukung dan pemutakhiran PPID
tim Tidak \\ ‘ daftar informasi
publik
Ya
4. Dokumen Daftar Dokumen 1 Hari Pengesahan oleh
Informasi Publik yang . S Informasi Publik atasan PPID
sudah dimutakhirkan Ya ( yang sudah
untuk ', dimutakhirkan
didokumentasikan
5. Menerima Daftar Daftar Informasi 1 Hari Dokumentasi PPID

Informasi Publik yang
sudah

dimutakhirkan

untuk
didokumentasikan

Publik yang
sudah
dimutakhirkan




